V. PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat

ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pelaku anak yang melakukan
Tindak Pidana Perkosaan

Tindak Pidana Perkosaan tidak dapat diberikan Diversi karena ancaman

hukumannya adalah 12 tahun, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi hanya dapat diberikan

kepada anak yang melakukan Tindak Pidana dengan ancaman hukuman dibawah

7 tahun dengan demikian Penyidik dan Penuntut Umum dalam melaksanakan

Diversi berpatokan dengan ancaman maksimal sebagaimana yang ditetapkan

dalam KUHP. Terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana yang ancaman

hukumannya diatas 7 tahun hakim tidak boleh memberikan Diversi tetapi
memberikan hukuman berupa hukuman setengah dari orang dewasa. Namun ada
cara lain selain untuk menyelesaikan Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan
oleh anak selain Diversi yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak

yang disarankan oleh Penyidik.
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2. Faktor penghambat dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan
Tindak Pidana Perkosaan
Faktor penghambat dalam penerapan Diversi terhadap anak. dalam penerapannya

diversi memiliki beberapa faktor penghambat yaitu :

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak belum
terlalu mengakomodir hak-hak Anak, bahwasanya undang undang tersebut hanya
mewajibkan diversi apabila ancaman peraturan yang dilanggar dibawah 7 Tahun
sesuai pada Pasal 7, namun dalam praktiknya Anak sering melakukan tindak
pidana penyertaan dengan orang dewasa yang dimana Anak hanya menjadi
alat/suruhan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana yang diancam dengan

hukuman 7 Tahun atau lebih.

2. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum dalam proses diversi dalam penanganan perkara ini terdapat
banyak hambatan. Proses diversi dalam tingkat penyidikan tidak terlaksana karena
penyidik tidak mengerti proses diversi sehingga perkara dilanjutkan ke tahap

penuntutan.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Anak yang berkonflik dengan hukum harus benar-benar terpenuhi hak-haknya dan
dibedakan dengan perlakukan orang dewasa yang pada umumnya terkena tindak
pidana. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) milik Dinas Sosial
di bawah kewenangan Kementrian yaitu setiap Anak yang bermasalah dengan

hukum pada prinsipnya harus diadili di luar sistem hukum pidana. Bahkan Anak
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tidak boleh ditahan di sel tahanan kepolisian. Tetapi harus di Lembaga
Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial (LPKS) milik Dinas Sosial di bawah
kewenangan Kementrian Sosial. Namun faktanya, Anak yang berkonflik dengan
hukum tetap ditahan ditahanan kepolisian karena peraturan pelaksana dan

lembaga yang diamanatkan dalam undang-undang belum terbentuk

4. Faktor masyarakat

Hukum mempunyai peran penting dalam pergaulan hidup atau bermasyarakat
yang bertujuan mewujudkan sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan,
namun terkadang pernyataan seperti diatas tidak disadari olen sebagaian dalam
masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang belum memahami apakah diversi itu
dan apakah dampak yang akan timbul jika diversi diterapkan dan tidak diterapkan,
sda beberapa korban tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tidak mau berdamai
dengan pelaku Anak, sehingga proses diversi mencapai kebuntuuan dan syarat
diversi yang diharuskan oleh undang-undang tidak terpenuhi. Tidak ada jalan lain
yang dapat ditempuh selian menyerahkan berkas perkara ke tahap selanjutnya

sampai ke tahap proses persidangan di pengadilan.

5. Faktor Kebudayaan

Masyarakat majemuk seperti masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai
suku, budaya dan agama, tentu akan memiliki budaya hukum yang beraneka
ragam. Semuanya itu akan memperkaya khasanah budaya dalam menyikapi
hukum yang berlaku, baik di lingkungan kelompok masyarakatnya maupun
berpengaruh secara nasional. Dari keberagaman itu dapat kita lihat banyak sekali
masyarakat yang tidak sadar dengan hukum banyak sekali masyarakat yang

melanggar hukum dengan sengaja.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat
penulis berikan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang melakukan

Tindak Pidana baik itu Perkosaan maupun bentuk Tindak Pidana lain adalah :

1. Para penegak Hukum seharusnya lebih mengerti tentang Diversi sehingga
Diversi dapat diterapkan dengan semaksimal mungkin agar tidak ada lagi
perbedaan pendapat dalam proses penerapan Diversi terhadap anak yang
melakukan Tindak Pidana.

2. Harus adanya pelatihan tentang diversi untuk aparat penegak hukum agar
penerapan diversi berjalan dengan sebagaimana mestinya dan konsep diversi
tersebut dapat melindungi kepentingan hak anak juga dapat terwujudnya rasa
keadilan terhadap korban dan masyarakat.

3. Dalam penerapannya anak yang ditetapkan Diversi agar terus didampingi
ataupun dibina oleh lembaga-lembaga ataupun masyarakat agar anak tersebut

tidak lagi mengulangi Tindak Pidana yang pernah ia lakukan sebelumnya.



